SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25

Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan
Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan harga
yang berlaku dan adanya perubahan
Nomenklatur barang berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga
perlu dicabut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4286);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan  Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan = Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-—
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

11.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan  Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan  Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum  Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara  Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan



Menetapkan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Mamuju.

Bupati adalah Bupati Mamuju.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Mamuju.

Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang
ditentukan pada  waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan
kegiatan.

Standar Harga Satuan dan Biaya adalah harga
dan biaya setinggi-tingginya dari suatu Barang
dan Jasa baik secaramandiri maupun gabungan
yang diperlukan untuk memperoleh keluaran
tertentu dalam rangka penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Lingkup
Pemerintah Kabupaten Mamuju.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 2

(1) Standar Harga Satuan sebagaimana tercantum

dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini.



(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk pajak pertambahan nilai
dan pajak penghasilan.

(3) Standar Harga Satuan sebagaimana tercantum
dalam lampiran I dan lampiran II merupakan
estimasi yang digunakan untuk menyusun
dokumen perencanaan, realisasi penggunaan
anggaraan mengacu pada harga rill
dipasar/lapangan pada saat dilakukan belanja.

(4) Satuan Harga Standar sebagaimana tercantum
dalam lampiran III merupakan estimasi sekaligus
batas atas yang dapat dipertanggungjawabkan
pada saat realisasi.

Pasal 3

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar
Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dengan usulan biaya atau rincian
anggaran belanja yang diajukan oleh pengguna
anggaran, usulan biaya atau rincian anggaran
belanja tersebut dapat digunakan sepanjang
perhitungan usulan biaya dilaksanakan secara
profesional dan dapat dipertanggungjawabkan
dengan menganut prinsip-prinsip efisien,
bersaing, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran
Standar Satuan Harga dan Biaya dalam Pasal 2

ayat (1), maka usulan biaya atau rincian
anggaran belanja yang diajukan oleh pengguna
anggaran dapat digunakan sepanjang

perhitungan usulan biaya dilakukan secara
profesional dan dapat dipertanggungjawabkan
dengan menganut prinsip-prinsip efisien,
bersaing, transparan dan akuntabel.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan dalam lampiran
Peraturan Bupati ini, maka perubahannya
ditetapkan oleh  Sekretaris Daerah selaku
Pengelola Barang Daerah.



Pasal 6

Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2021
tentang Standar Harga Satuan Tahun 2022 masih

berlaku
pemeriksaan

untuk
perencanaan dan

menjadi pedoman dalam

pelaksanaan

anggaran tahun 2022.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 tahun 2021
Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2022,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 19 September 2022

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI MAMUJU,
cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 27

Disalin sesuai aslinya

B~ Pembina Tk. I






